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5495); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

ten tang 2003 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana 
Desa dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan 
Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kaur 

Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat 

Menimbang 

PENOALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN 

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGOARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

TENTANO 

Pl<.:RATURJ\N UUJ'J\TI KAUR 
NOMOR : 13 TAHUN 2024 

·~~. 
BUPATI KAUR 

PROVINS! BF.NOKULU 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

~ 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6896); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang llubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcrnerintah 

Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

4. Undnng-Undnng No111or 23 Tnhun 20 I ·J trntnnY, 

l'rrnrrlntohnn Dncrnh [Lcmbnmn Nrgnrn ~rp11hltl,, 

Indonesla Tnh1111 20 I •J Nomor 244. Tnrnhahnn Lernharnn 

Ncgnra Repuhlik lndcnesin Nomor 5587 scbagairnnna telnh 

diubnh bebcrnpn kali tcrnkhir dcngnn Undang-Undnng 

Nomor 6 Tnhun 2023 tcntnng Pcnetnpan Pernturan 

Pcmcrintnh Pcnggnnt] Undang-Undnng Nomor 2 Tahun 

2022 tcntnng Ciptn l\crjn Mcnjadi Undang-Undang 

[Lembamn Negara Republik Indonesia Tnhun 2023 Nomor 

41, Tarnbahan Lcmbarnn Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

https://v3.camscanner.com/user/download


~ Dipindai dengan CamScanner 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA 
DESA SETIAP DESA, PENY ALU RAN DAN PENGGUNAAN DANA 

DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

216 Nomor 236); 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap 

Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 1052); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2023 tentang Petunjuk Operesional Atas Fokus 
Peuggunaan Dana Desa Tahun 2024 [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

8. Pernturnn Pcmcrintnh Nomor 60 Tnhun 2014 tcntnng 

Dnna Dcsa Ynng Bcrsurnber dari Anggaran Pcndapatan 
dnn Dclanjn Ncgnrn (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tnmbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

s2,:;;··n~ •c·~1t.•o:1.:~.,.··::,· ... 
?t. ;.;1 ~ >l 'XUil 

Menetapkan 
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penjabaran dari Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) Tahun. 
11. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapntan dnn 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunaknn untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanann pembnngunnn, 

pembinaan kernasyarakatan, dan pemberdaynan mnsyarakat. 

dnn pelaporan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban keuangan desa. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 

Dalarn Peratumn Bupati Kaur ini yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 
3. Bupati adalah Bupati Kaur. 
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
7. Sadan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap 

Desa. 
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa 

tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertirnbangkan jumlah 
penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. 

15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki 
hasil penilaian kinerja terbaik 

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempcrhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah 
~ angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa 

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, 
transportasi, dan komunikasi. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

19. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan 
dalam rangka memonitoring transaksi dalam system perbendaharaan dan 
anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang 

diakses melalui jaringan berbasis web. 
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

""') Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 

disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 

pengelolaan keuangan Desa. 
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Desa. 
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. 

25. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan 

s:.".:-. ":: •... -u~in·_,. 
1 

· keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. 
--~·~, i..:;1i;u·· 
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a. sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enarn puluh sembilan triliun 

rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun 

anggaran berjalan berdasarkan formula; 

(1) Pagu Dana Desa Tahun Anegaran 2024 secara Nasional ditetapkan ~hf-AAr 

Rp. 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri 

atas: 

BAB 11 

PENGALOKASIAN DANA DESA DISETIAP DESA 

Pasal 3 

dan tidak 
a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024; 

b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024; 

c. penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; 

d. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

Pasal 2 

26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disengkat RKD adalah rekcning tempat 

menyimpan uang Pernerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 

yang ditetapkan. 

27. Penerimaan Desa adaJah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa. 

28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas Desa. 

29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 
belanja desa. 

30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 

belanja desa. 
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 

r"'\ selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Satu 
Periode Anggaran. 

32. Bantuan Langsung Tonai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah 
pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang 
bersumber dari Dana Desa. 
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(3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 

sebagai berikut : 

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 

dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa. 

(2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) 

klaster berdasarkan jumlah penduduk. 

Pasal 4 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan 
kepada setiap Dcsa di Kabupaten Kaur yang terdiri atas : 

a. alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana 
Desa atau sebesar Rp. 100.424.328.000,00 [seratus rnilyar empal ratus 
dua puluh empatjuta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 

b. alokasi Afinnasi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa 
atau sebesar Rp. 568,800.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta 

'l delapan ratus ribu rupiah); 
c. alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau 

sebesar Rp. 7.416.750.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam betas 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan 

d. alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana 
Desa atau sebesar Rp. 31.696.308,00 ( tiga puluh satu milyar enam 
ratus Sembilan puluh enamjuta tiga ratus delapan ribu rupiah). 

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan 
dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan 
Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa. 

~ (4) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b 
dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria 

tertentu. 

b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tarnbahan 

Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjaJan dan/ atau 

melaksanakan kebijakan Pemerintah; dan 
c. Sebesar Rp. 140.106.186.000,00 (seratus empat puluh milyar seratus 

enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah pagu dana 

desa Kabupaten Kaur Tahun 2024. 
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penduduk rniskin terbanyak dlhitung sebesar I (satu) knll AloknRI AOrm,rnl 

setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). 

OT 

= (0,01 x DD)/ ((1,1 x DS11+ (1 x DT)) MDesa 

Keterangan: 

MDesa 

DD 

DST 

= Alokasi Afinnasi sctiap Desa 
= pagu Dana Desa naslonal 
= jumlah Desa sangat tertlnggal yang memillkl [urnlnh 

penduduk miskln terbanyak 

.. jumlah Desa tertlnggal yang mcmlllkl jumlah penduduk 

miskin terbanyak 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggnl ynng memlllkl J11111l11h 

(1) Alokasi Afirrnasi sebagalmana dirnnksud dnlnm Pasnl J Ay11t (2) huru] h 
dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangnt tertlnggnl yonij nwnallll<I 

jumlah penduduk miskin terbanyak. 

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengnn menggunnknn rurnun : 

Pasnl 5 

<)0,()()(),()0 (f'IIIIIII n\l\lh 
ernpnt rnllrn ~lc-inhlh,n 

ruplnh] 
:M.0()0,0U (Nlftlll rt\llltl 
th ribu tl~I\ mt11t1 tljirl 
Ill 
1) 

78.000,00 (hllllh 1111\ltl 

tlfV\ rihu t1rrnh1t1 11\hlh 
pan nbu ruplnh) 
22.000,00 (11\Jllh rnt lltl 
puluh ennm rlh11 ch111 
rlhu ruplnh] 

aran Alokul O•Hr 
Ml.000,00 j,•111p,11 111111i. 

~·ln11 rlh11 hf'111hlhll\ 1,1111~ 
I tlc·h1pn11 1 lh11 1111iinhl 
>1.000,00 jt·111pn1 rn111tt 
11l11h »11111 1 lh11 cl<•l,,p,111 
rlbu rupl11h) 
•·"I.()()(),()() ( II 1\11\ l 1\ 111 ti 

luh rmpi,t I lhu ""'''" 
pot p11l11h tllllllll I lhll 

--- .-- .. ··- 
Klaater Jumlah Penduduk lltl 

Deaa - --- - -- - ... 
1 l - 100 ~p. ;HH.t> 

cir In po n l 
. lhnt\ pulul 

2 101 • 500- -·-· Rp. ,rnt.Hl 
th•lnpnn p 
rntus dun 

3 501-1.500 ---- l~p. 5+U 
ernpnt fHI 
rntus etu 
ruplah] 

4 1.501 • 3.000 - Rp. 607 .'l 
tajuh rlhu 
puh~ rluu 

5 3.001 • 5.000 ·- ~p. C,70.:l 
tujuh pllh 
puluh emp 
ribu ruplal 

6 5.001 • 10.000 Rp. 733. l' 
tlgn puluh 
puluh tlrl11 

7 Lebih dari 10.000 Rp. 796.0 
sembllnn 
puluh dun 
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(3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dinilai berdasarkan : 

a. kriteria utama; dan 

b. kriteria kinerja. 
(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri alas : 

a. desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2023; 
b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 terhadap 

pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh 

persen); dan 

JumlahDeA Penentaae Jumlah DeA 
Penerlma Alokaal Klnerja 

1 - 51 17% (tujuh betas Persen) 

52 - 100 16% (enam betas Persen) 

101 - 400 15% (Hrna betas Persen) 

401 - 500 14% (empat betas Persen) 

Lebih dari 500 13% (tiga belas Persen) 

(2) Penetapan jumJah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupatcn 
ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c 
dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. 

(6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(3) dan Ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di Desil 3 
(tiga) sarnpai dengan Desi! 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang 
dilakukan oleh Dircktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

STATUSDESA BESARAN ALOKASI AFIRMASI 

Desa Tertinggal Rp. 94.800.000,00 (sembilan putuh 
empatjuta delapan ratus ribu rupiah) 

Desa Sangat Tertinggal Rp. 104.280.000,00 (seratus empat juta 
dua ratus delapan puluh ribu rupiah) 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tcrtinggal yang mcmiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1, 1 [satu koma satu) kali 

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Aloknsi Afirmasi setiap Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) ditetapkan sebagai berikut : 
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(6) lndikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan 
dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu: 
a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% 

(dua puluh persen), terdiri alas : 

1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan 
APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan 

2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima 
puluh persen]; 

b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua 
puluh persen], terdiri atas : 
1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan 

bobot 45% (empat puluh lima persen); dan 
2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola 

dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan 
3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total 

Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen] dengan 
bobot 20% (dua puluh persen); 

c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% 
(dua puluh lima persen), terdiri atas: 
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% 

(lima puluh persen); dan 

2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima 

puluh persen]; 

d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 
35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas : 

1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% 

(lima puluh persen); dan 

2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima 

puluh persen). 

(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b 

dikelompokkan menjadi : 

a. indikator tambahan minimal; dan 

.-----=be.:.... --=~·k.a.t tambahan opsional. 
~:l{:nv.:,r ~in.,~..All rJrtr.~:l:)C;.~, 

BAGIO !!';~:,:,• 

c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 

sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa. 

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas : 

a. indikator wajib; dan/ atau 

b. indikator tambahan. 
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(15) Dalarn hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 Kabupaten tidak 

melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian 

kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendeml 

Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktomt 

Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). 

(16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan 

penilaian indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 [satu 

koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk 

Kabupaten yang tidak melakukan penilaian indikator tarnbahan kinerja Desa. 

(11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria 

utama dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator 

tarnbahan sebagairnana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang disediakan 
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(12) Kabupaten wajib melakukan penilaian indikatcr tarnbahan minimal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal kabupaten/kota rnelakukan 
penilaian kinerja Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (11). 

(13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalarn penilaian 
indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling 
tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. kabupaten yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 
5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian; 

b. kabupaten yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 
5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh 
persen]; dan 

c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 
(lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu] 
sampai dengan 12 (dua betas) indikator, diberikan bobot penilaian 
sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen] yang 
dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikntor 
tambahan opsional yang memenuhi. 

(14) Oirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas 
hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dan ayat 

(11). 
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Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana 

ctimaksud dalarn Pasal 4 sarnpai dengan Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Kaur 

menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun anggaran 2024. 

Pasal8 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d 
clibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut: 
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); 
c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen). 

(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

dengan menggunakan rumus : 
AFDesa = {(O,IOxZI) + (0,40xZ2) + (0, 10xZ3) + (0,40 x Z4)} xAF 

Keterangan : 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 
Z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 
Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk 

miskin Desa 
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa 

Z4 = rasio 1 KG setiap Desa terhadap total 1 KG Desa 

AF = Alokasi Formula nasional 
(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi 

habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang 

mendapat Dana Desa terkecil. 

Pasal 7 

Statua Pemerlntah Beaaran Alokaal Klnerja 
Dae rah 

melakukan pcnilaian Rp255. 750.000,00 (dua ratus 

tndikator Tambahan Hrna puluh limajuta tujuh ratus 

Kinerja Desa lima puluh ribu rupiah) 

tidak melakukan Rp 204.600.000,00 (dua ratus 

penilaian lndikator empatjuta enam ratus ribu 

Tambahan Kinerja Desa rupiah) 

( 17) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ada ayat 16, terdiri dari : 
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(1) Data jumlah Desa dan data nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a adalah sebanyak 75.265 (tujuh puluh lima ribu dua 
ratus enam puluh lima) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) 
Kabupaten/Kota. 

(2) Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus limn 
puluh sembilan) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten. 

(3) Berdasarkan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
terdapat selisih sebanyak 6 (enam) Desa. 

(4) Selisih jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa 
yang: 
a. terindikasi tidak memenuhi krlteria Desa berdasarkan laporan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; atau 
b. tidak bersedia menerima Dana Desa. 

(5) Kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pcmeriksaan Sadan Perneriksa 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi : 
a. eksistensi wilayah Desa sudah tidak ada; 

----""'b,...__Desa.tidak berpenghuni; 
1 
er , ... , ·•c·, • -,., ,.,.d ., :. w :0 -> -"'• :. ', ,.,µ,,,.1 t .. ,..,._ • ; • 
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Pasal 10 

Sumber Data dalarn pengalckaslan Dana Desa sebagairnana dimaksud dalarn Pnsnl 
4 sampai dengan Pasal 7. sebagai berikut : 

a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlnh penduduk 
bersumber dari Kementerian Dalarn Negeri; 

b. data status Desa menggunakan data indeks Desa mernbangun bersurnber dari 
Kernenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlahpcnduduk rniskin 
Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 
ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional; 

d. data tingkat kesulitan geografis Desa rnenggunakan data IKO Desa dan data 
luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik; 

e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerinn 
Keuangan;dan 

f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa bersumber dari 
aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. 

Pasal 9 
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penggunaannya tahun Anggnran 2024 sebngnimann dlmnksud pndn n.ynl (3), 

Desa tetap mernenuhi kriteria utama sepnnjnng Desa: 
a. tidak berada di kabupnten yang maeuk kntegori rentnn bordnearknn petn 

ketahanan dan kerentannn pangan; 

b. tldak memiliki keluarga miskin pada deslt l (satu) sesunt dntn nngkn 

kemiskinnn Desa; dun/ ntau 

c. bukan loknsi fokus intervensl penurunnn stunting; chm kriterin pruln 
ayat (2) huruf n dan huruf b terpenuhl, 

(5) Kriterin kinerja sebagaimnna dlrnaksud padn uynt ( l) huruf b, mcllputi : 

a. kinerja Pemerintah Desn, meliputi: 

1. kinerja keuangan dan pembangunun Desn; don 

2. tata kelola keuangan dan nkuntnbllttas keunngan Deso: clnn/ ntau 

b. penghargaan Desa dari kementerinn ucgnra/Iernbngu. 

~W!R-''!mut:ll ,TAH~SWA!P~~ 
ElGt'" ~UlUI! 

- 

( t) Kriteria tertentu untuk tnrnbnhnn Dnnn l)esn acbngnlnuu11, ttlmnk~tul dnlnm 
Pnsnt 3 nynt (4) berupa : 

a. kriterin utnmn; don 
b. kriteria kinerjn. 

(2) Kriteria utamn sebagnimann dlmnksud pm\n o,ynt (I) huruf n, mcllputl : 
a. desa bebas dnri korupsi pndn semester I tahun nnggnrnn 202'1; 
b. desa teluh disalurknn Dnnn Desn tnhnp I tnhun nnggnrnn 2024: don 
c. desa rnenganggnrknn Dann Desa ynng ditcntulmn pcn(t8\ll\1U\l\nyn Tnhun 

Anggnran 2024. 
~ (3) Anggarnn Dana Desa yang ditentuknn pcnggunnnnnyn tahun nn(mnmn 20?.•\ 

sebagaimana dimnksud pada nynt (2) huruf c mcliputl : 
n. pemenuhan nnggnrnn kctnhnnnn pnngnn dnn hewnnl dnri Dnnn Di•Rn 

bagi Desa di kabupnteu/kotu ynng berndn pndn kntegori rentnn 
berdasarknn petn ketnhauan dnn kcrentnnnn pnngan; 

b. pemenuhan nnggaran DLT Dcsa dari Dana Desa bngi Desn ynnR rnemillk! 

keluarga miskin pndn desil 1 (sntu) seeunl dntn nngka kcmisklnun Oesu; 

dnn/ atau 
c. pemenuhnn anggarnn pencegahnn dan penurunnn stunting dnrl Dono. 

Desa bagi Desa loknsi fokus lntervensl penurunnn stunting. 
(4) Dalam hal Desa tidnk menganggarknn Dann Deso. ynng dltentuknn 

tidnk tenlapat kt't;intnn pt•mrrlntnhnn O •»n; clnn/nrnu 
tldnk tl"rdnpnt 1><'nynl11mn Dnm, lksn pnllnJt RC'<llkll ~ (tl1;n) tuhuu 

l>t--rt u rut· tu rut. 

r. 
d. 
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a. ketersedlnnn laporan konsollclnsl reallsasi APBDcs semester kedun tnhun 
anggnrnn 2023 dengan bobot 15% (limn belns person]: 

b. kctcrscdlnnn AP8Dcs Tahun Anggnrnn 2024 dengnn bobot 25% (dun 

puluh limn person): 

c. kelengknpan penynmpainn Lapornn Daftar Trnnsaksi Harian (DTH) 
Bclnnjn Deso dnn Rcknpitulnsi Transnksl I Iarinn (RTH) Belanja Desa 

tahun anggaran 2023 untuk bulan Jun! sampai dengan bulan Desember 
dcngnn bobot 5% (limn persen): don 

d. kclcngknpnn penyampaian Laporan Dnftnr Transakel Harian (DTH) 
Belnnjn Deso dan Reknpitulasi Trnnaaksi Harian (RTH) Belan]a Desa 
tahun anggaran 2024 untuk bulan Jnnuari sarnpai dengan bulan Mei 

dengan bobot 5% (limn persen]. 
(8) Sumbcr data dalam pengalokasian tarnbahan Dana Desa sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), don ayat (7), sebagai berikut: 

a. data narna dan kode Desa bcrsumber dari Kementerinn Dalnm Negeri; 

b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan 

kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka 
penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kemcnterian Keuangan c.q. 
Dircktornt Jendernl Perirnbangan Keuangan pada semester pertama 

tahun anggaran 2024 dari Bupati; 

c. data Desa sudah salur Dann Deso tahap I tahun anggnrnn 2024 

bersumber dari nplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan: 

d. data Deso menganggarkan Dona Desa yang ditentukan penggunnannyn 

tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disedinknn oleh 

Kementerian Keuangan; 

n. perubnhnn nllnl ln<l<•lrn l>eRn membnngun <Ind tnhun 2023 ke tnhun 
2mN dengnn bobot 15% (limn holnR pt rsen]: 

h. klnc1jn penynlurnu Donn Ot•t111 tnhnp I tnhuu nnggnrnn 2024 dengnn 

bobot 2<>4 {. (chin puluh perscn): (Inn 
c. kinr,jn renllsns! konsolldns! belnnjn APnOctt semester kedun terhndnp 

anggnrnn tnhun nnggnrnn 2023 dengnn bobot 15% (limn belns pcrsen]. 

(7) Kritcrin tnrn kelola keunngnn dnn nkuntnbllltns keunngan Dean sebngaimnnn 

dlmnksud pndn nynt (5) huruf n nngkn 2 terdirl ntns dnn memiliki bobot 
sebaga! bcrikut : 

(6) Krltrrln kine,jn keunngnn <Inn pembnngunnn Desn Rehn1,tnlmnnn dlrnnksud 

pndn 1wnt (5) huruf n nngkn l lrrdlrl ntna clnn memillki bobot ,wl,ngnl berikut : 
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(9) Data Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang digunakan dalam penghitungan 

insentif Desa merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli Tahun Anggaran 

I'·"· . berjalan. 1 

e. data kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta 

ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Sadan 

Pangan Nasional; 
f. data keluarga miskin pada Desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan 

Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 
ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator 

Sidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari 
Sadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 

g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023 
bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ 
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional; 

h. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024 
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 
i. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari 

aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; 
j. data laporan konsolidasi realisasi APSDes semester kedua tahun 

anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; 
k. data perubahan APBDes tahun anggaran 2023 dan APBDes tahun 

anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh 

Kementerian Keuangan; 
1. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) 

Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa 
untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023 
bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; 

m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) 
Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa 

untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024 

bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; 

n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua 

tahun anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes 

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan 

o. data penghargaan dari Kementerian Negara/Lembaga bersumber dari 

kementerian negara/Lembaga terkait. 
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Kelengkapan Data Keuangan Desa Bo bot 

Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan 1.00 

Konsolidasi 

Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi 1, 10 

Hanya mengirimkan data APBDes 1, 15 
Mengirimkan data APBDes dan Laporan 1,20 1,20 
I(, •• "n.,; 

s.: ... :.:~. -..,\J .c •• <l!""'"""' ·r•, ~-"·~ 
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Pasal 12 
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan 

tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 
berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5). 

(2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibagikan kepada 
Desa yang memiliki kinerja terbaik. 

(3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten penerima tambahan Dana Desa 
ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per Kabupaten. 

(4) Peringkat Desa per kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkatian 
antara nitai indikator dengan bobot masing-masing Indikator sebagaimana 
dimaksud dalam Pasat 11 ayat (6) dan ayat (7). 

(5) Desa penerirna tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa 
merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah 
penerima alokasi untuk setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3). 
(6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan 

kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/ atau laporan konsolidasi 

realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan 

kepada Kementerian Dalam Negeri. 
(7) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau 

laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai 

berikut: 

( 10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari Ii bur a tau hari yang 
diliburkan, data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat diterima 

pada hari kerja berikutnya. 
(11) Dalam hal periode Tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak 

tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya. 
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(6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunannnya sebagnlmann 
dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan selisih antara pngu Donn Dean 
dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunannnya sebaguimnun 
dimaksud pada ayat (4) huruf a. 

a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan 
b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 

(5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunnnnnya sebagaimann dimnksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dann Desa yang dtperuntuknu 
untuk: 

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosinl dan 
penanganan kerniskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/ntau 

c. program pencegahan dan penurunan stunting. 

(4) Besa.ran pagu Dana Desa sebagaimana diruaksud dalam Pasal 3 n_ynt (1) huru! 
c terdiri atas : 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada aynt l\) dilakuknn 
melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penynlumn dana hnsil 
pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(J) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hnsil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimann dimaksud padn t\,·nt l2) 
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dann Desa dnri 

bupati. 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 

Pasal 13 

BAB Ill 

PEl\'Y ALU RAN 

(9) Da!am hal penghnungan tambahan Dana Desa berdasarknn besarnn n '-'k.,s1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan aynt (S) terdap.u sisa h:\s..11 
penghitungan. sisa hasil penghirungan tersebut dibagiknn k<-~1d,\ seluruh 
Cesa penerima tambahan Dana Desa pada kabupatenj kotn ~ tln~ 
mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa rerkecil. 

Besaran a!okasi tambahan ~~3 Desa seaap [A"s..'1. untuk l..att~ n 

~g,.~~:m kec:cnt~ n~::ua/k-m~, ditetapkan dengan besamn 
a."oka.si terten tu. 
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Jumlnh keluurgu peuertmn mun runt 111:1· n.-•ttu tlnh,111 lml l),1t1n 
,__ ...;.;n1e_!}gm1tu(nrknn Bl,T Dt:KHj ,!,, r: H'(' f.'.1.1.•1•t.~;i·1 •'i'J' l , _21_.:,1~~~ --- 

l ~vo,K Olfl\JU! OH l'A r 
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(H \\•\\\,\h\t,\\\ l \I., \ ~\ ~--\\ S, ,ht '\\l\\",\\\ ,,,, '~\\\\,\,\\\\\\,\ ., \f \1\1 "''' 

,tun.,\..~u t ,\ ,t,," l .,~,\ \,\ ~\\{\t \.l\ h\\H\\ ,\ ,h\,\~\\\..,\I\ ,\1,\,\111 ) \,\\\,,\ ,,,t1,,,, 
,k,~,m \('t(-1\\\\:\\\ ~ •h\\;: \\ '''"""' ' 
.._\, t.\h;\\' l. ~ ' ~\\ {\ "' l'\\;\\\\ \'\\\\\\\ \'<'\ ,'\\\ ''·'" \ ~\\ \ \\\t\ \ ''" \ '•'"' 

Ht'-'nt\1\- .. m \ nf~\\\\:1:\1\\\'·' ~ 't\:\\\ \ ,\, ,\\\,,"''"''" \ ·1h1, l,\\n\ ,1 h\\l,\\\ 
-Juui; 

t t11h:1p \\, s '~ ,,,,. ·\O''" l<'"'\'-'' \'\\\\lh \ '" ,•1,) 1\:\\ 1 \\;'~" I \11,, I \'M , 111,lt 

dit,,nm\..i\\\ \ 1\~~\11\1\1\\\\\\1\ ~rt ill\' \ 'M1 ,hl,1\..\\\..1\\\ \'t\llllt\ , •'I"'' h\ll,111 
April. 

t.ll l\·,~·nhmm \ ).:1n:, l ~~, ~··"'~ '""'"' \I \..,\1\ \'('l1•m\\l\1111\\1 ,, 11 "''h,,,i,, '"''"'' 
dim.,ksud l'-' tn t\\11t {ll dlti\\..~\1\1\\..1111 ~·h\\,,h ~1\1\1"11 "'I\MIII\I\ t\l\n,,,1\1111 

fkndnlmm Umum t·kt~", l\'1\\'1\h\1'1\1\ l\1111\ '"'~11. l11tt'l1\H, ''"'"'''''' l,h,1"""· 
dim K\•istimt'Wt\1\1\ nh•nr11m11 ,\,,k.nm,111 \"'H\\1\11\1111\ l'('l\\c\hlll\11 ,\1\II h\l\\1\\I 

~.,m k11.~kt11, tlcm l><'l\1\1'. 

(3) Dokumen lk'l, ,·omt,m P<'l\\'1\hl\ \I\ ~t'l~1~11ll\lill\11 ,U11\1\\,t1\\II p,,,\,, c\\ 1\t t)) 

dintur ~c·s\ll\1 drn~1\I\ kt•tt'l\t\lc\l\ ~,·\~'"''I l~·d\..\lt : 
n. tnhnp I l><'rttl)n : 

l , pcruturnn l~·M t\\{'l\~\'l\l\l 1Wl\l )r~: 

:l.. ~m·nt k,u,~, lk'1t1hHl11hlml-mnn I )1\1\1\ lkttltl '''"' 
3.. kcputusnn ke1~,h, Oc·~,, lllc'l\f\t'III\I 1w1H'tl\p1,11 l,,,1u1\tt\1\ 1w111111\11,, 

mnnfnnt Ul.'l' Ut·~, tll\h\l\\ lrnl nc1~1\ 11\t111t;i,11ttti.1\r\mn 1\1.'11 l ,·•~•\\ ,11\\\ 
b, tnhnp II bcrupn: 

1. lnporun '"'1\11~,sl prt\\'t'l11\ \)1\1\ t hm t'I\ p,th\l\ 1,,•h 111, cl I\ I )I\ l\t\ I h•,m 
tnhun nnoonmn Rclx;lum1\\!l\i t\1\1\ 

2. lnpornn ,~nll~n~i J>t'l\\'tmtl)l\l\ tltm ,·1tpl\h\1\ I rhll\1"111\ nnnn I t1tt11 111l111p 

I mcnunjukknn mtn·mtn 1>t·olll'1ttil ))<-t\\lcrn1,nn p11\lnn l('mluh t ,,1t,•,1iw 
60% (ennru puluh p(1r11,•n) tlt\n mt1\•n\ln t'l'IU\h\11 \ c•l11111 '"' 
menunjukknn polhlR l'\lll(lllh ~Cht't\111' ·10' ,, (t'll\l)t\l 1)\11\lh \Wfth111), 

(4) Persynrntnn penynlurnn ttohnttnlnu1110 tll1111\l<ttutl pmln •wot P) h\1rnl h 1111111111 
don dlhnsllknn mclulul /\pllknul OM·HPAN. 

(5) Sein In persynrutnn penynlurun tnhnp I rwh11ttnl111n1111 cllrn11I tHHI p11tlu I\\ 111 (,\) 

huruf n, lmpntl melnkuknn : 
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(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; 

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah­ 

langkah akhir tahun. 

(10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan 

Dana Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk 

seluruh Desa., dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat 

penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai 

dengan daftar RKD. 

a. perekaman pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Desa untuk 
stunting Tahun Anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program 
pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2023; dan 

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu 
sampai dengan bulan kedua betas dalam hal Desa menganggarkan BLT 
Desa Tahun Anggaran 2023. 

(7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 
~ tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah 

disalurkan. 
(8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b, Bupati melakukan : 
a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 

anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan 

kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT 
Desa tahun anggaran 2024;dan 

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai 

dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN. 

b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan 
c. penandaan pengajuan penyaluran alas Desa layak salur yang disertai 

dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(6) Perekarnan anggamn dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) huruf b meliputi : 
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(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, ditakukan paling lambat 

bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan 
b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, ditakukan paling cepat 

bulan April tahun anggaran berjalan. 

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri ditakukan dalam 

2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling larnbat 

bulan Juni tahun anggran berjalan; dan 

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 
tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat 

bulan April tahun anggaran berjalan. 

Pasal 15 

(11) Pcnyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dann Desa sebagairnann 

dimaksud pada ayat (3) disarnpaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan 

organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

(12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagairnana dimaksud pada 
ayat (11) ditetapkan oleh Bupati. 

(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy). 

(14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I 
sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5). 
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(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (4) huruf b dila.kukan dalam 2 (dua) tahap, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tida.k ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat 
bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan 

b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat 

bulan April tahun anggaran berjalan. 

(2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 

2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat 

bulan Juni tahun anggran berjalan; dan 

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang 

tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat 

bulan April tahun anggaran berjalan. 

Pasal 15 

(11) Penyarnpaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 

masyarakat Desa. 
(12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11) ditetapkan oleh Bupati. 
(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dima.ksud pada 

ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dima.ksud pada ayat (11) 
disampaikan dalarn bentuk dokumen digital (softcopy). 

( 14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Desa yang tida.k ditentukan penggunaannya tahap I 
sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dirna.ksud 
pada ayat (3) huruf a dan perekarnan dan penandaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5). 
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[I] Penyaluran Dana Desa yang tidak dltcntukan penggunannnya nchn(l,llimono 

dima.ksud daJam Pasal JS ayat (1) dan ayat (2) dilnksanakan scteluh KPA UUN 
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusue, dan Kci8tlmcwoon 

menerima dokumen persyaratan penyaJuran dari bupatl secarn lcngkap don 
benar, 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimann dlmuksud pada ayat ( l) 
diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

3' a. tahap I berupa : 
J. peraturan Desa mengenai APB Des; dan 
2. surat kuasa pernindahbukuan Dana Desa: don 

b. tahap II berupa : 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dunn Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dann Desa tnhap 

I menunjukkan rata- rata reallsaai penyerapan paling rcnclnh 
sebesar 60% (enam puluh persen] dan rata-rata capaian keluornn 

menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen]. 
(3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, bupati melakukan : 
a. perekarnan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a; 

b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

c. penandaan pengajuan penyaluran alas Desa layak salur yang dlscrtat 
dengan daftar tincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(4) Perekarnan pagu Dana Desa yang ditentukan pcnggunaannya sebagnimann 

dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selarna 1 (sntu) tahun onggnrnn 

untuk penyaluran Dana Desa. 

(5) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannyn tnhun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dintur 

turan Menteti Keuangan tersendiri. 

Pasal 16 

(3) Desa. mandiri sebagaimana dlrnaksud pnda ayut (2) merupnkan 1tl11tuN IJrt.r, 

berdasarkan indeks Dc!Jc1 mernbnngun yang dltetapknn ol h kemcnt rlnn y1111v, 

menyclenggarakan urusan pemerintahan di bld11ng r>clffl, pembungunnn 
daerah tcrtinggal, dan transmlgrasi atau indeka Ocu:1 lalnuyn yang dltr.t.opk1,n 

oleh kernenterian ncgam/lcmbaga tcrkalt. 
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( 13) Dalarn hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume 

keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (12) belum tersedia, Bupati menyampaikan pennintaan perubahan 

tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, lnsentif, Otonomi 

Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran. 

( 12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabcl referensi data 

bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan 

capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

(11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dart seluruh 

kegiatan setiap Desa. 

( 10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk 
seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai 
dengan daftar RKD. 

(9) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang 
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(6) Selnin persynrntan pcnynlurnn tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, Bupati rnelakukan penandann pcngajuan pcnyaluran atas Desa layak 

salur yang disertai dengan daftar rinclan Desa melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(7) Penerimaan dokumen persyarntan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) don ketentunn scbngaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) 

dilnkukan dengan ketentuan sebngai berikut : 

a. tnhnp 1 paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan 
b. batas waktu untuk tahap 11 mengikuti ketentuan mengenai langkah­ 

langkah akhir tahun. 
(8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertepatan 

dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diterima paling lambat pada hari kerja 
beriku tnya. 
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Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang menambah Persyaratan penyaluran Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2), bupati menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, 

dan hurufb. 
(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu Skor Desa 

konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan 

melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi kepada Bupati. 

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2). 

(17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (Softcopy) 

(18) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN. 

(16) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (15) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data 
supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran 
negara. 

(15) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14), 
Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana 
Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. 

(14) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan daftar rekening 
kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring 

Nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia Real Time Gross 

Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 
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(8) Kepaln Dcsa bertanggung jnwnh atas penggununn Donn Desa sebugnlmnnn 
am Pasal 19 

(7) Pelaksanaan kegiatan yang didannl dnrl Dann DcBO dlutnmnkan secnrn 
swakelola dengan menggunakan surnber doyn/bnhon bnku lokal, dun 
diupayakan dengan lebih bnnynk menyerap tcnaga kerjn duri mnsynrnknt 

Desa seternpat. 

(4) Dana Desa dnpnt digunnknn untuk dnnn opornalonnl Pemerlntnh Demo pnllng 
banyak 3% (tign person) dnri pagu Dana Dcttn setlnp Denn. 

(5) Dalarn hal Pemerintah Desn menerimn tnmhnhnn Dnno Oc60 ynng dlhltunR 
pada tahun anggaran berjnlnn scbognlrnonn dimnksud dnlnm Pnm,l J nynt ( l) 
huruf b, Pemerintnh Dcsa mcngnnggnrknn don melnksnnnknn program 
sebagaimana dimaksud pada nyat (2) dnn/ntnu nynt (3). 

(6) Penggunaan dana desa sebngal mann dlrnaksud pndn nynt ( l) huruf n <Inn h 

berpedomnn pada Pernturnn C3upnti Kaur Nomor 02 Tnhun 2024 tentnng 
Petunjuk Teknis Pelnksnnnnn Kegiutan Penggununn Dann Desa Knhupotcm 
Kaur Tahun 2024. 

n. program pemulihnn ekonornl, ht rupl\ l)f'rllnclu11w11l 1mt1lnl clun 
pennngnnnn kemlsklnnn ekatrom clnlnm hm1t11I< Hl.'I' Dr.t111 pnllnv. l11111vnk 
25% (dun puluh limo persen] clfll'l 1u1ftW\rnn Dnnn l>rH,,: 

b. program ketnhnnnn pnngnn chm lu wnnl 1>nllnR ttccllklt 20'1., (cluu ,,uluh 
persen] dnri nnggnrnn Dnnn Denn; <11111/ nrnu 

c. program pencegnhnn chm penurunnn t1tuntlng 11knln Drt&n. 

(3) Dnna Desa ynng tlclnk clltcntuknn penggunnnnnyn Reh11gnlmnno cllninlrnud 
padn ayat ( l) huruf b dlgunnknn untuk rn mdnnnl progrrun sektor prlorllntt ell 
Desa sesunl potenst dnn knrnkterlstlk Dean dnn/ ntnu penyorrnnn mo<lol 1uuln 
badan usaha mllik Desa. 

( l] Pemettntnh Desn mt'11~nllJtHfH'lm11 tl1111 11ullnlu1nn11lm11 lct11tlnt1111 plloilt11N v11111t 
hcrRumhr,· clnrl Onnl\ llfW\ 1whnw11tn1111n cllm11lrn11<1 cl11l11111 1'11t111I :i 11v111 11) 
huruf n ynn,:t tenllrl 11tn11 : 
n. dnnn Desn ynng dltr,ntuknn 1>N1M11nnnnny11: <1n11/11111u 
b, dnnn DcKO )'flllR tl<lnl< clltN1h1lrn11 JltHlRftll11111,nnyn. 

(2) Dann D<'RR ynng rlltentuknn ptm(ffl11nn11nnyn flt'hllijflln11u111 cllm11lrn111I rm1ln 
nynt (1) huruf n <IIRunnknn untuk: 

1'1111111 , ,, 

llt\lJ IV 

fll~N(l(\lJNt\t\N 
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(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 

!;: 3ilr...i. P£ ~'ll.li ,~. ,.,..,,, pada Pasal 13 ayat (4) huruf a; 
StGWi l!IJ~Ul'. 

Pasal 22 

menyusun: 
a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun 

anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 

sebelumnya. 
(3) Bupati menyampaikan laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) secara Elektronik melalui Sistem lnformasi yang dikelola oleh Pemerintah. 

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

pada ayat (1) Bupati (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud 

(1) Kepala Desa menyampaikan: 
a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran 

sebelumnya; dan 
b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran 

sebelumnya, kepada Bupati melalui Camat. 

Pelaporan APBDes 

Pasal 21 

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana 
) Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Pemerintah Desa yang mendapatkan Insentif Desa, menganggarkan Insentif 
Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau 
perubahan penjabaran APBDes Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan 
ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

(1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap 

Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. 

Pasal 20 

BABV 

PENATAUSAHMN,PERTANOOUNOJAWABAN,DAN PELAPORAN 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelapomn Tingkat Pemerintah Desa 
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SU!lAK Olfo!CSE;i DJ.Ii PAUF 
W Cl 111 l HHiil UH U 

S!K't.."TA.0.:A.T ~ Rl!{tl'I K.lSIJI.A:~'! Y.'-1.'1 
5tGIAII Hd!(Ull 

(1) Dalam hal terdapat pennasalahan Desa, berupa: 
a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunonn 

keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; 
b. desa mengalarni pennasalahan adrninistraai, ketidakjelaaan atntua 

hukum, dan/ atau status keberadaan Desa; 
c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau 

penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai 
kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan 

~· Republik Indonesia; atau 
e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan 

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan 
penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak 
ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan 
keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ atau bendahara Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 
(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, 
bupati menyampaikan surat pennohonan penghentian penyaluran Dana Dcsa 
kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Pasal 23 

BAB VU 

PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA 

b. penyaluran Dana Desa; 
c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagairnann dirnaksud dnlnrn l'n,ml 19; 

d. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau 
e. sisa Dana Desa di RKD. 

(2) Dalarn pelaksanaan pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud pndn 

ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kcpadn Kepala Desa dnn/ntou 

melakukan pengecekan atas kewajaran data dalarn laporan cnpalan kelunrnn 
yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN. 

(3) Dalarn hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dann Desa, Bupatl <Input 

merninta Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksnan. 
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(7) l\'nRhrntlon <l,rn/ntnu penundnnn ,~1~1nl11mn Dnnn lkttl\ yon~ tl<ll\l< 
,llte'ntuknn l>c'llAA\lllfli\lH\YI\ f\( hottnlmnnn dlmnlonul 1m<h\ n.ynt (!)) <Ion 1,ynt ((,) 
dilokukun m •\11h1l nnkknh <llnu~ Dlrc,ktur Jr,,tlrrnl 1',whuhnnttnn "t'\IHll~nn 

kl"JlfHlf\ Dh'\"khll' ,I ndrr,,1 Pl•fhc1ulohomun. 

(H) Dnlnrn hnl pro~c.-s prnKht'ntlnn tlnn/ ntnu 1><,m1rn\nnn \\(H\)11\lurnn l )l\nn De'"" 
ynntt thli\k ditc•ntukon J)('I\AA\lnt\111.11\YI\ MC hl\RHhHl\1\1\ cllmukoutl l)Htln HVl\l rn 
tdnh <lHn)uumnk1m, Dh~ktur ,kncl(•rnl l'l:l'lrnhnn~nn Kc.-,ann""" nw1w1un1mll au 
J>eml><."l'itnhunn kcp,uln: 

( \) l)nlnm hul sunu f\c•bnR11h1u\lU\ tlln\l\lrnucl 1mdl\ 1\\'l\t (·I) lllt1•1·hun 11,•tt•lnh I )111rn 
l)rM tnhop ti tnlnm 111\Mlll'tm h~1jnhm {lifl11h1rknn, 1wnynh11'nn 1)111111 Dc·t•n 

ynnR t1<11,k <lit mtuknu 1XH1tut'"'"""''-"" untuk tnhun onJUtnmn lk.•1·lk11tn~111 
tlllwntnmn. 

("} l\·1~h,'l\\l1\\\ tl1\\\/1\h\\l IWl\\l\\ilc\111\ 1~11\\111111111\ I 111\1\ ll~ttl\ ~1lllt\ 1111,1\, 

,H\,•1\\\1"1'" '\('I\M\11\111\1\1\\'1\ tt,·l11,.~11IHll\ll1\ ,1111111\,""'' p,Hh\ I \'Ill (II 
111li1\..~1\\Hl\..1\\\ '"'' \1\tt(\\ "-1\1\: 

~,. ~'"'" l'C'I I\Wh1)IH\t\ \\('l\)lh1•11tl1\I\ !\('I\\ 1\hllc\l\ I l,1111, I h1,1,, '"" I 111,p,,11 
~,·\~~t11ll\\l\lH\ 1\ln111"~\\1l l~\1111 I \'Ill (.\): \ 1•plll\ltt1\I\ (IHI\/ 1111111 tt\11111 

,,·h,m1c'1Hln"I , 1111 "'''"''" h·rhm ~ 1\1\tl ""'"''t'l~IIHU•\I ,, him II ru ~1\1 \ 

l'\'1\H•rh1t11lmn ,11111\m IH't,''' I 1ln11/ ntn\l l111p1\ll/wnll I 1\11\ 1\111" 
,~·\'\\\i\ nh,h1m '~'"I\ ~,,hnt\(111\1111\1\ \111111\IHHlll p,uh, I \'I\I ( I) '"" Hf h: 

h. ~mmt rdHmw1Hh\ttl tll\l'I k,•111,111h•rl111\ .,·111* 11w11yc•h•ntttt'" ""n11 11111M11 
\\\'""'''il\tl\htm tlnh11n 11t·~rrl nt1u1 pr111111Mlulum Drtt11 ,wh,1ni1h1u11111 
(l\nmk~uc\ ,~,,h, I\Vl\t (I) h\lrnf e, lh'"h1tt1wk1111 huttll I IMll\l m,1 tt11h1•111111· 
~{\\'{~l\\ \\'l\kl\ l\•l\\t'I h\tl\h: 

c, sunu RC'kOl\\t'l\1\nttl 1\11\'I l'c\l\t\lll\\l\ 'l'tsntnm N1u•lo"11I lmhmrt•lu, 1,,•p11l,1 
l\,•,)()\l!'ih\t\ Nt't\1\\'t\ l{111mh\l\, lmh)l\c'l'ih\, tll\n/ ntf\\1 l\(1p1,\1l ch\l'I 1,,111h11tt11 
~·t\11~ mc•1um~1ml 111'\lknl\ kr111H1mnn l\t'tt1\1'1\ l\lnt• pNtl\11ttnlnh1111 I >r1111 

i'\\'h1~1\in11m1, tll11mktuul pnll11 l\\'1\t ( \) h111·11f ,l; 1,11111 

ti. l'i\ll'l\t 1w1·moh1H\11t1 tlnrl h111mtl 11111" p,•r11111111\IHl11m n,•u,, 1ic•lu,u11h111u111 
dhl\l\ktt\HI l)HCII\ l\\'l\l ( \) h\11'\lf e. 

(5) l\·nsh\'l\til\11 thm/ f\11\\1 '"'"""''""" IH'l\\'llhll'HI\ 1)111\1\ lkttl\ Y•llltl 11th,k 
,Htt-1\t\lknn 1><'11AA\11\t\l\l\l\\'I\ lwNh\tu11'\<1m tl\lmt 1•t•hnf\Hln11um 1llmnlrn11tl pmll\ 
1\\'l\t (·I) dllnlrn\m11 m\llol \)(ll\,:,'l\h11'1m tnhnp lwdlml1\\'f\ twh,l11h tH\t'l\t 1llnt11I ti\ld 

ditt'rimn. 
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c. panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kcpolisian Negara 

Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang mcnangani 

urusan keamanan negara. 
(9) Penghentian dan/at.au penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya sebagairnana dimaksud pada ayat (7), dapat 

disalurkan kembali ke RKD dalam hal : 
a. tcrdapat pencabutan status hukurn tersangka, pemulihan status hukum 

tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala 
Desa dan/ atau Bendahara Desa atas pennasalahan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a; 

b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status 
hukum, dan/ atau status keberadaan Desa atas pennasalahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb; 

c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan atas pennasalahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau 

d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk 
mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia at.as pennasalahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d. 

( 1 O) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan telah menerima surat : 
a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari 

bupati; 
b. rekomendasi dari Bupati dan/ atau menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri; 
c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubemur sebagai wakil 

Pemerintah; atau 
d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga 

yang menangani urusan keamanan negara. 

(11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya sebagairnana dimaksud pada ayat (7), dapat 

disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum 

batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 
,--~~~~~~~~ 
SE>.'.!'!'!: ..1.ret• :i.N'Pltall'161a at (7). 

SAGIAN HUKUII ,~~~~__;__.:._:.,,_~.....i 
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tD:tETJP'.tHE ·:~~nAII ·""- .•. amanan negara. 
lWillll HUKUW 

(1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 14) huruf a sampai dengan 
huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran 
berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10) 
telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 
(2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ( 10) dan ayat 

(13), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas 

pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan 
penggunaannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 
(3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 

dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan 

pemberitahuan kepada: 

a. Bupati; 

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 

dan/atau; 
c. panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani 

(13) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah 
setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11), Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan 
menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat 
disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 24 

(12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana berhak 

mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah 

periode pemeriksaan dalam hat sisa Dana Desa telah diserap Penyaluran 

kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 12) dilakukan 

dalam ha) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana 
Desa dari Bupati paling Jambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu 

penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (7). 
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(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan 

wewenang oleh bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang 

tidak ditentukan penggunaannya. 
(2) Penundaan penyaluran dana alokasi umurn sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 

(3) Penundaan penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 

! •:: •·:~ m ~mttr..~n.{ Uran dana alokasi urnurn berikutnya setelah Surat rekomendasi 
(:.";IIH t'I I~ • • • -s ,,., ----::-' dimaksud pada ayat (2) diterima. 

~u,.:H'i,,.O~~S Di.II PA A~ 
ct1H1T1 rtanou,)A 

Pasal 27 

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana 
Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan 
mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD. 

(2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/ atau kejaksaan untuk 
mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1). 

(3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan 
untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di 
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 
(4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Dalam hal dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, 
Direktur Jenderal Perirnbangan Keuangan menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperhitungkan sebagai 

pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan 

naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 26 

(1) Dalam hal terdapat permasatahan Desa pada Desa yang menerima lnsentif 
Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendcral Perimbangan Keuangan 

melakukan penghentian penyaluran inscntif Desa. 

(2) lnscntif Desa yang dihentikan penyalurannya scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal 25 
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(:.l) Rineinn Darm bcsa scbugaimnna dimaksud pada ayat (1) huruf a menjad 

tln~u· bngl Pcmerintuh Dean mcngunggarknn Dana Desa dalam APBDes Tahut 

Angg,mm 2024. 

( l] Ketcntuun mcngcnui rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dulnm P,,su_l 8 yang mcrupnkan hnsil penghitungan Dana Desa sctiap Desa 

tnhuu unggamn 2024 tercantum dnlam Larnpiran yang merupakan bagian 

tiduk tcrpisahkun dnri Pcmturan Bupati inl. 

Pasal 28 
,· 

BABV111 
KETENTUAN LAtN-LAlN 

,i, l•,, '"''' \ ·,,mh\:\,"' \ 'n~,\hln\t\ '''"''' nlokn~i umum chnnolmnnn tllmnk"ud 
l'"''':' , ,,,, (i') sc sar ~\·) ~ (HRA 1><''- en) ,Inti Jumlah pen nlurnn dnnn nloknHI 

\\\\\\\\\\ \ \,\:\ \'t'rt,'l\k \)\~1~\\lRKUhm. 

! )\'\\\\\\,\.\,\\\ ,h\\\t\ 1\\\ \..1\. i umum i.cbngaln11\lll\ dimnksud padu uyat (4). 

,Ht :-:t.\\ "-·"' ,,~,~·'" 1'<'1 \\l\lsan Menter, Kcunngan yang dttnndatanganl olch 
\ m'\..t\\\',l('\\,kn\l \'\'dm\\i\l\f\,\I\ "cu,mg,m utns nnmn Mcnteri Keunngan. 

) H '"h\, ·\\'-.,m "<'P\\t\l~{\\\ ~kntt'1i Keunngun scbagulmnnn dimaksud pndn uyut 
(~ )- ~\'A \3\lN l'\-1\,y,,hm,\\ n,ma Transfer Umum mclaksanakan penunduan 
\ '\\\,\hit \\\ \\.\t\i\ t\\()\-..\8\ umum. 

( ;' \\: \~ \h\n\\\ \..~mbaH ,hmn t\lokasl umum ynng ditunda sebagaimana dimaksud 
,,,,k, ~t\t ( ') ,Hl.\k&\nakf\n sctelah Direktur -Jcnderal Perimbangan Keunngan 
\\lt'nc1'im:t Sl\l'nt '"komcn<l,,si pcnyaluran kembali dari Mentcri ynng 
m~,~~lN\8r·,W·.\k1m Ur\lMn pcmcrintnhnn dalam ncgcri. 

\'$) O.:\l~m h:\\ sumt 1~komc,,t11u~i penyaluran kcmbali sebaguimana dimaksud 
\\.\'-'~ :\,ya\ (7) bclum ditcrima so.mt)ni dengan tanggal 15 November tahun 
<\l~"'M,m l><'rj,,\,m, Dircktorut -Jendcrnl Pcrimbangan Keuangan melaku kan 
\X't\,t\lunm \..~mbt,H duna nloknsl umum yang ditunda. 

( l l~ta ~\l't\ t><?lt\ktmt\l\l\t\ pcnundunn dana nlokasl umum sebagaimana 
"""'·'ksutl padn '\\':\t (6) dun pcnyalurun kernbali dana alokasi umum 
~'\·\>;~:,inmnc\ dimuksud pada nyat (7) <Inn ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan 
l~mtnmn Mrnteri Keuungan mcngcnnl pengelolaan dana bagi hasil, dana 
t\\ok.,si umum, dun dnnn otonomi khusus. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR: /3IJ 

ERSA~FJRI 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

2024 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal J<J ;fanur1rl 

LlSMIDIANTO 

~ ---------- Asistm 

BUPATl KAUR, 
JAB AT AN 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal :i.:z :janucrri 2024 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

n 
Pasal 30 

Pada saat Peratumn Bupati ini rnulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten 
Kaur Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 
1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata 
cara Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 
(Serita Daerah Ka bu paten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 29 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
k!;itiuib-Oaerah Kabupaten Kaur 

Hukum 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 13111 

ERSAN SYAHFIRI 

ttd 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal ;?3 jtnUr:td 2024 

\ SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

LISMlDIANTO 

ttd 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal :i~ jr1nuc,r/ 2024 

SUPATl KAUR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur. 

\ 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 
2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur 
Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1161) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (Serita 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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I .... •,. ... "" ... ., I : ·: .. - ...... 

!~.:-·-!.: .. :!:~~YJ5:7!~C : .... ~ 
: . :i•t'l ll'JIU.I" 

l ~ ... - ~ :: ,. ... !" .. 

No ~~ ~IN Kecamatan Nama Desa *~~ ::lasa~ Alobsl Formul.i I AJob.\l .:.fitm~si Alolr~s, r!1' ... ~ . - " 
1 2 3 4 s 6 7 8 I ~>+?-"•3 

l 1704012001 Kinal GeduneWani ~ 
¢ol,2J2.000 156.817.000 

Kina! Pcnandinsran ' 
c.3., s:e. xx 

2 li04012002 ~.646.000 147.619.000 
Gcramat 

. I s sz is:; :xx: 
3 1704012003 Kina! ~Lao2.ooo 172.300.000 255 zso cco I 

Taniunl( Alam 
. 909 6} :x:c 

4 1704012004 Kina! 4atao2.ooo 124.339.000 I 
1704012005 Jo.ma! Taniunst Baru 

s::6 !Al :0C 

s ~tso2.ooo 169.227.000 I . . SS! :_:3 .XC 

6 1704012006 Kina! PenllUNOll 48tso2.ooo 156.666.000 . Sll~2XC 

7 1704012007 Kina! Pinan1r Jawa ¢8l802.000 152.173.000 I 
Gununsr Teran.2 

. . 5.ll.1 > XI:. 

a 1704012008 Kina! 544.646.000 166.130.000 
Talang Padan2 

255 1 sacoo I 9Ec..5: S :xx; 

9 1704012009 Kina! s..:.i.646.000 206.628.000 
Gununst Mesranll 

. r,1:·::xx: 

10 1704012010 Kina! 48l802.000 249.289.000 
Talanll Beranoin 

. n; :c;1 :r.c 
u 1704012020 Kina! 481.802.000 121.358.000 . 255.750.000 a;; 91~:XX: 

u 1704012021 Kina! Jawi s..:.i646.000 144.481.000 Pa .... han . 683 :17 n:J 

13 1704012022 Kina! 48l802.000 189.085.000 57:za1 :xxi 
Pinanll Ja"'a II 

. 
1, 1704012023 Kina! 48l802.000 164.320.000 . 255. 750.000 9C1 372.:XX: 

15 1704022002 Taniung Kemuninll Tina.,; Ari S-:4 646.000 153.916.000 653 :,i,2 :00 . . 
16 1704022003 ianiun2 Kemunina Taniun,1t Aur S44.646.000 137.990.000 sal.S36:XXl . . 

17 1704022004 Taniuna Kemunin2 Aur RinR:it 54.646.000 190.m.ooo . 735.&L-lXO 

18 1704022008 Tanjun2 Kemunin2 Pclajaran 481.802.000 149587.000 . 255 750.000 SV U9000 

llt-9 1704022009 Taniurur: KemuninJI! Taniunsr Kcmuninll 54.646.000 79.674.000 s:.u::..xo 

10 1704022010 Taniung Kemuning Sclika 48L802.000 128.982.000 . 6 ::l 7&! :XX, 

21 1704022011 Taniun2 Kemunin,: Taniun2 Iman 544.646.000 124.116.000 . . ssa rnixo 

22 1704022012 Tanjung Kemunina Padana Leban S.U.&!6.000 200.952.000 . . 745593.000 

23 1704022013 Taniunll KcmuninJI! ~ - -· - --Tinlllli 544.646.000 135.737.000 . 6SJ.38.lX0 

2-, 1704022014 TaniunJt Kemuninsr Taniun2 Bulan 544.646.000 165.621 .. 000 . r.:i. :!>!.000 

25 1704022015 Taniung Kcmuning Pelaiaran 11 .181.802.000 142.662.000 . 255.7SQOOO S3D 21.1.000 

26 1704022016 Tanjun2 Kcmuning Selika 11 544.646.000 121.173.000 . 665 819 000 

27 1704022017 Taniun2 Kemuninit Sulauw-anlti S.:U.646.000 121.887.000 . 666 531.000 

2S 1704022018 Tanjun" Kcmuning Padanz Kedondon2 54£.646.000 143.747.000 . . 6.38 393 XO 

29 1704022020 Tan iuna Kem uninz Padan2Tinm 48U02.000 156.243.000 . 638 0,15 ooo 

30 1704022021 Tanjun,: Kemunirur Taniun2 Kemuning 11 544.646.000 133.200.000 . 677 S.:6.000 

LAMPlRAN PERATURA,'I BUPATI 
n:ITTANG TATA CARA PDl8,\GlAN De\:J n;·,f:rAP :: ;,:· 'I\·; iJ\',\ LJ~5 \ 
sETIAP DES:\ lv\BUPATEN h:.AUR TAHUN .\:;vG \?.\.:, l'JJ! 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPAT.,..., 
"'11 lt\UR TAHON ANGGARAN 2024 

I 
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SJtirtl "'' ~("fRl'IT:.ll 1<>€\f. ;·r11 r.'.'c:l 
~l.GIAK IIUKUM 

,-c, Kodt~" ~ma ICK.1mat.1n ··-···- - --- - 
Nt,~~-:, - 

1 2 3 • ~ 4".:K 
~air.a.., Fornufa /.Jol-~-.. Al rr->1'..I ~ .. ,., l,IW ... I ,.,. 

31 17040.12022 Taniuo2 KrmuninR Taniunit Kemunin2 Ill 
) 6 7 

32 Taniunrr Aur II 

?, ',·:..·~ ,.~ 
1704022023 Taniunrr Kemunin1t 

'Ac (..46 .000 120.S82.000 . 

33 1704022024 Taniunll KcmuninR Taniun2 Iman II A-i',46.000 134.319000 
'Z ~ ·11 '~ •. o: 

)A 1704022025 Taniun2 Kemuninrr Sclika JLl '..44 f.46.000 175.307000 
'.7~ Z"..'lf, . 

15 1704032001 Kaur Utara Taniunrr Betunrr 
'A4 (..46.000 174.530.000 

1:1 '.i~!:r.r. . 

36 1704032003 Kaur Utara Padanz Manis 'Ac t46.000 11?6.575.000 
. 7:, : 7•. 'ff, 

37 1704032006 Kaur Utara Guru All'Unll 
'A4 f..46.000 224.501.000 

. n: 21'-'lh 

33 1704032009 K.aurUtara Gunun2 A,nln2 
'A4 f..46.000 192.858.000 

. 7'.,'J t477f; . 

39 1704032021 Kaur Utara Bandu A«uorr 
~646.000 195.510.000 

. 737 :.."..4'lC 

40 1704032027 Kaur Ut.ara Taniun2 Betun2 II 
'A4~6.000 195.197.000 

. 7~J lZ'l.G . 

41 1704032028 Kaur Utara Coko Enau 
•,'!1 eoi.ooo 145..0UOOO 

. n,t-:1.Y.t:; . 

42 1704032029 Kaur Utara Pancur Nc2ara 
'-44546.000 149.225.000 

. l2SV27A . 

43 1704032030 Kaur Utara Peruanian 
·~I lf.l2.000 166.228.000 

. ~;]Z-,l.,~ 
. 

1704032031 Kaur Utara Guru A«unll JI 
'A4r.46.000 173.722.000 

. 64~ '.h'-:xfJ 

44 

. 

1704042001 KaurTemmh Sukarami 
~lil02.000 224.579 000 

712 3- /. ':yf.) 

45 

. 

1704042002 Kaur Trn1tah Paiar Bulan 
'A4 646.000 149.441.000 

7-:h ~l.7...C 

46 

. 

47 1704042003 KaurTcnrrah Padanll Han2at 
4al 202.000 

6' >' cs 7 XO 
158 .. 232.000 . 

48 1704042004 KaurTemrM Kcmanll' Manis 
~&46.000 

. ~,14r.t:JJ 
158.190.000 

~1202.000 
. . 7'J2 zsus» 

49 1704042005 KBurTenaah Penvandin2an 
132.273.000 

~1202.000 
. . 614.!;~C(jj 

so 1704042006 Kaur Tenitah SinarJ8V8 
128A22.000 . 

51 1704042008 Kaur Tenitah Tanjun2 Pandan 
QI 202.000 160.140.000 

. 61,.12~:;co 

>44 646.000 
. . &41 ~2.:::F...0 

52 1704042009 Kaur Ten2ah Padanll Baru 
15'.5S3.000 . 

SJ 1704052009 Kaur Se18tan Sekunvit 
'll e::>2.000 139.532.000 

6'l.) l'l'l.X<l 
. 

54 1704052010 Kaur Selatan Suka Bandun2 
544"46.000 

. 621.llCXXl 
87.002.000 . 

55 170405201 I Kaur Selatan Air Dinain 
544(.46,000 

. 5 31 fA.Z. 000 
91.853 000 . 

iWi6 1704052012 Kaur Selatan Pasar Baru 
~646.000 

. 6~ 4YJOOO 
71.147.000 . 

.l7 1704052014 Kaur Selatan Pasar Lama 
544 646.000 120.081.00CI 

615 791000 
. 255 750 000 

58 1704052015 Kaur Selatan Gedumr: Sako 
544 646.000 146.068.000 

9201.77:)(X) 

59 1704052016 Kaur Selatan Jcmbatan Dua 
>44 646.000 128.939 000 

. !,':,!) 714.:a:l 
. 

60 1704052017 Kaur Selatan 
607 490.000 157.759 000 

. 6 n sas ooo 

Tanjunll' Besar 
. 255 750.000 

61 1704052021 Kaur Selatan Pemrubaian 
544646.000 145.198.000 

l 010 99'l1XXl . 

62 1704052022 Kaur Selatan 
'21Z02.000 156.6n.OOO 

. 51!9 !44.000 

Pahlawan Ratu 
. 

63 1704052023 Kaur Selatan 
544646.000 161.799.000 

. 6381.7':.0Xl 

PasarSaoh 
. 

64 1704052024 Kaur Sela tan Kenala Pasar 
544646.000 123.741..000 

. 706 445.000 

65 1704052025 Kaur Selatan 
544646.000 100.627.000 

2SS.7SOOOO 924 14'1000 

Padang Petron 
. 

66 1704052026 Kaur St-Iatan Sawah Janalrun2 
544.646.000 151.929.000 

64S 271000 

67 1704052027 

. . 6% szvooo 

Kaur Selatan Selasih 
481802.000 ns.zrr.coc . 

68 1704052028 Kaur Selatan 
544646.000 107.818.000 

. 601 07().000 

Padamr Gentin2 
. 

544 646.000 162.91.8.000 
6:.2 464:XO 

. 7'J7 564. !XX> 
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1:lS 1704072018 Nas&.l Smar Banten '3U02.000 l.M.6.sJ..000 
1.::.. I 704012017 Nasal Air llatan,t !>4.1 f..&&_000 226Jll7 000 
:.:J 1704072016 Nasal TriJa,·a 54&646000 lOl..136000 

llll 17040720 I 4 Na,lliltl Sul<a Ja,.,. S4C 646 000 20S..l41.000 
:!:C 1704072013 N11_s.J Dular lndah !WC646000 20Uo61.000 
9'J 1704072012 Nasal Suku T1r.o S4C 646.000 Ul 346.000 

. I 

91 I I 7040720 I J N11uJ Sum bu Haranan S4C 6'6~000 SOC 10') 000 
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17~ 1<42000 Pad.u.r. Cua H.1.J.:r Qu_nur.,: "-'" 

tnl..lUOCO QlJal 000 
411l:02000 

1~008000 

113 1'14 000 
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